
••••••• MEMORANDUM ofAGREEMENT
(PERJANJIAN KERJASAMA)

ABDUL MUTHALIB SANGADJ

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT ON
UNJVERSITAS !SLAM NEGERJ FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

DAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS ISi.AM NEGERI AM SANGADJI AMBON

PENINGKATAN BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPAOA MASYARAKAT
SERTA PENINGKATAN SUMBER DAYA LAINNYA

Nomor : 0306/Un.23/L.1/04/2026
Nomor : B-46/Un.39/6/6/HM.01/04/2026

Pada hari Senin tanggal 27 bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (27-04-2026), kami
yang bertanda tangan di bawah ini :

Dr. Rini Fitria, S. Ag., M. Si : Ketwi yang bertindak untuk dan atas nama Lembaga
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universita.s Islam Negeri Fatmawati Sukarno
Benglrulu, beralamat di Pagar Dewa, Kee. Selebar,
Kota Benglrulu, Bengkulu 38211, yang selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA
Ketua yang bertindak untuk dan atas nama l..embaga
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universltills Islam Negeri AM Sangadji Ambon,
beralamat di JI. Dr. H. Tarmidzi Tahir Batu Merah
Ata.s Ambon, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PlHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk sel;,njutnya masing-masing disebut sebagai PIHAK d;m
secara bersama-sama disebut sebapi PARA PIHAK. PARA PIHAK sepab.t untuk mengadakan
Perj;mjian Kerjasama dengan ketentuan sebagi berikut :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194S;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidibn Nasional (Lemb.ir.m
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lemb.iran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301};
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 200S tenting Pendidikan Tinggi (Lembar.m Negera
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5336);
Und;,mg-undang No. 12 Tahun 2012 ten tang Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Stillndar Nasional Pendidikan
(l..embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan l..embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentillng Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentangStandar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan l..embaran Negara Republlk lndonesla
Nomor 5410);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;

Dr. Mohammad H. Holle, SE., :
M.Si
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidlkan;

8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentillng Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggl (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
Peraturan Menter! Agama Republlk Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentillng
Penyelenggaraan Kerjasama pada Kementerian Agama;

10. Kepurusan Menter! Pendldikan Nasional Nomor 14 Tahun 201♦ tentang Kerjasama antar
Perguruan Tlnggl dan Lembaga Oalam Negeri dan Luar Negeri.

Pasal 2
KETENTUAN UMUM

Oalam Perjanjlan Kerjasama lnl yang dimaksud denpn Ltmbaga Penelltian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat Unlversltas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dan Ltmbaga
Penelltian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri AM Sangadjl Ambon
adalah dalam kerjasama peningkatan di bldang Penelithm dan Pengabdlan kepada
Masyarakat serta Ptnlngkatan sumber daya lalnnya secua berkelanjutln.

Pasal 3
TUJUAN

Perjanjlan Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara
PARA PIHAK untuk dap.r,t saling menunjang dalam peningkatan di bldang Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat serta Penlngkatan sumber daya lainnya di maslng-mulng
lnstansi.

RUANG LINGKUP KERJASAMA
Kerjasama ini sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK,
mellputl peningk.atan mutu dalam bidang penelltlan, dan pengabdlan kepada masyarakat
serta penlngkatan sumber daya lainnya.

Pasal 5
WEWENANC DAN PROGRAM

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEOUA akan sallng membantu dalam batas•batas
kewenangan yang ada menyangkut sumber daya yang tersedia bag! penyelenggaraan
penelltlan dan pengabdian kepada masyarakat, penlngkatan sumber daya lalnnya serta
pengembangannya di lingkungan kedua instansi.

2. Program kerjasama kelembagaan lni mencakup bldang pelaksanaan Tri Oharma
Perguruan Tin&gi serta peningkatan sumber daya lainnya yang meliputi:

Keglatan penelltlan;
b. Keglatan seminar, workshop, dan penulisan karya ilmiah;

Keglatan lllerasl, moderasi keagamaan, gender, dan mul1tkultural;
d. Kegiatan publikasi dan penerbltan

Keglatan pengabdian kepada masyarakat;
r. Kolaborasl sumber daya manusia dan kesehatan
g. Kolaborasi program lingkungan hldup;
h. Kolaborasi pelatihan llsensi halal dan

Keglatan la innya yang disepakati PARA PIHAK

Pasal 6
PELAKSANMN KECIATAN

Perjanjian Kerjasama lni merupakan induk/payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun
tersendiri untuk setlap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti
oleh herbagal unlt/lembaga di lingkungan PARA PIHAK.
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HAX DAN KEWAJIBAN
Hak dan Kewajiban akan dimusyawarahkan bersama dan dituangkan dalam Perjanjian
Kerjasama tersendiri sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan.

Pasal8
PEM81AYAAN

Pembiayaan dan hal-hal yang terkait dengan implementasi kerjasama inl akan diatur leblh
lanjut dan dltuangk.ln dalam surat Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama menurut ketentuan
yang berlaku berdasarkan anggar.m dan kemampuan PARA PIHAK.

JANGKA WAKTU
Perjanjlan Kerjasama inl berlaku untuk jangka waktu Hrna (S) tahun sejak
dltandatanganlnya perjanjian lni oleh PARA PIHAK. dan dapat dlperpanjang. dlubah ata.u
dib.ltalk.ln setlap waktu aw persetujuan PARA PIHAK secara tertulls.

2. Perjanjian KerjaSillma lnl dapat berakhlr dan/atau batal dengan sendlrinya apablla ada
ketentuan dari perjanjian ini yang bertentangan dengan perundang-undangan yang
berlaku.

PA.SAL 10
FORCE MA/EURE

(1) Dalam h.al tldak terpenuhlnya ketentuan dan syarat-syarat dari Perjan]lan Kerjasama In!
oleh PARA PIHAK sebagal aklbat dari hal-hal dlluar kemampuan PARA PIIIAK untuk
mengatasi, yang tennasuk tetapi tldak terbatas pada: perubahan peraturan pemerintah,
blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan. yang s:mgat ta]am dalam
bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gcmpa bum!, dan bencana alam lainnya maka
tldak ada kewajlban darl PIHAK yang satu kcpada PIHAK yang lalnnya dalam bentuk
apapun juga.

(2) Dalam hal lnl terjadi sebagaimana pada ayat 1 (satu), male.a PUIAK yang terkena aklb.il
dari Force Ma]eure wajib memberitahukan secara tenulls kcpada l'lllAK lainnya dengan
discnal buktl-buktl paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadlnya Force
Majcure tersebuL

Pasal11
PENYELESAlAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksilnaan Perjanjlan
Kerjasama In!, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesalkannya secara musyawarah dan
mufakat

Pasal 10

1. Kctcrik.lta.n PARA PlllAK dalam Perjanjian Kerjasama ini disesuaik.in dcngan kema.mpuan
masing•masing plhak dan tetap menjaga serta mengacu pada peraturan dan ketentuan
yang berlaku.

2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini
persetujuan PARA PIHAK dalam bentuk Addendum dan merupakan bagian yang lak
terplsahk.ln dari Perjanjian Kerjasama ini.
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P.sal 11
PENUTUP

Perjanjlan Kerjasama ini dibuat dalam rangk.lp 2 (dua), masing-masing s.ima bunyinya di
atas sert.a benm1ter.1i cukup sertl mempunyai kekuat;,m hukum yang sama setelah
ditandatang;i.ni dan dibubuhi cap oleh PARA PIHAK.

PIHAKPERTAMA
Lembaga Penelitian dim Pengabdian Kepada

awati Sukarno Bengkulu

•
M.•

(Ketua)

PlHAK Kl,;DUA
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada

le.it UIN AM 5.ingildji Ambon

(Ketua)
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